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BUPATI KONAWE,

bahwa dalam rangka terwujudnya Administrasi
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang
terarah, - terprogram.terkoordinasi dan
berkesinambungan, maka diperlukan langkah-
langkah penyesuaian baik dari aspek formal
maupun teknis operasional,

bahwa sehubungan dengan terbentuknya Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten
Kenawe, maka Penyelenggarazn  Feindafiaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya
dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan
Kependudukan di  alihkan »# Kepada  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Konawe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, periu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
P=mbentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Nomor 3474) ;

‘Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia JTahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3474) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebageimana telah diubah dengan Undang —
undang dengan Undang Nomor 8 tzhun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang —
undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Ferubahan
Undang -~ undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang — undang
(Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108,
Tarnbahan Lembaran Negara Rl Nomor 4433);
Undang-Undang Noimor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kewenangan antara Pemerinian dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 4437) ;

Undang-Unaang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4674),
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Kerja Dinas Daeran Kabupaten Konawe (Lembaran
Daerah tahun 2007, Nomor 46);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13.
Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Konawe (Lembaran
Daerah tahun 2007, Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
, dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. %

) BAB |
» KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe :
2. Pemerintahi Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe yang
terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah ;
Kepala Daerah adalah Bupati Konawe ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Kabupaten Konawe ;
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe ;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catztan Sipil
Kabupaten Konawe ;

7. Badan Penyawas adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten
- Konawe;
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8. Camat adalah Camat yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe;

9. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan yang ada dalam
wilayah Kabupaten Konawe,

10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

12.0rang asing tinggal terbatas adalah Orang Asing berada dalam
wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan izin tetap dari
yang berwenang ;

13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya
disebut Penduduk Rentan Adminduk adaiah penduduk yang
mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang
disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, sosial, atau bertempat
tinggal didaerah terbelakang ;

14. Pendaftaran penduduk adalah Pencatatan biodata, pencatatan atas
laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan
Adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas,
kartu atau surat keterangan kependudukan ;

15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap
penertiban dan perubahan Kartu Kelurga, Kartu Tanda Penduduk dan
/ atau Surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah,
datang, perubahan alamat tinggal sementara, serta perubahan status
tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;

16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data
tentang jati diri, informasi daser serta riwayat perkembargan dan
perubahan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahirarn

17.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tinggal
dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Panduduk
Indonesia ;

18. Kartu Kelurga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu indentitas
kelurga yang memuat data teritang susunan dan hubungan dalam
keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

19. Kepala Keluarga adalah :
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a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai
hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab temadap
keluarga ;

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;

c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana
beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

20.Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang selanjutnya
disingkat dengan KTP dan KK adalah bukti diri sebagai legitimasi
penduduk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati Konawe;

21.Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal
untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat
yang baru ;

22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami
seorang pada register catatan sipil pada unit kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

23. Peristiwa Penting adalah kejadiar yang dislami oleh seorang meliputi
. kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan
perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,
perubahan nama, perubahan warganegara dan peristiwa penting
lainnya ;

24.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang
bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkzwinan yang
sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;

25. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang
selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk
mencatat kegiatan harian di Desa / Kelurahan, Kecamatan atau
kabupatan berkaiian dengan pelayanan terhadap laporan peristivia
penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen
penduduk ;

26.Buku Incduk Penduduk yang szlanjutnya disingkat BIP adalah buku
yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh
seorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dipengaruhi setiap
terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk
Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal
Tetap ;

27.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku
yang digunakan uniuk mencatat keberadaan perubzhan setiap
peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut
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jumlah dan status anggota keluaga sesuai dengan nomor urut KK di
Desa / Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan
Orang Asing Tinggal Tetap ;

28.Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS
adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status
yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan
diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan
Orang Asing Tinggal Terbatas ;

29. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya dxsmgkat BMPS
adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap
peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut
jumlah dan siatus anggota keluarga sesuai dengan nomor urut
keluarga di Desa / Kelurahan Warga Negara Indonesia Tinggal
Sementara dan Orang Asing Tingga! Terbatas ;

30. Registrar adalah petugas pencatat administrasi kependudukan dan
catatan sipil.

BAB Il
REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 2
Pendaftaran penduduk dan Pencataian Sipil hagi Warga Negara
Indonesia di Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh registrar diangkat dan
diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil / Aparat Desa / Kelurahan yang
memenuhi persyaratan cleh Bupati atas usul Camat.

Pasai 3

(1) Pejabat Pencatat Sipil yang diangkat oleh Bupati dari PNS yang
memenuhi persyaratan.

" (2) Pejabat Pencatat Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat

lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe;

(3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa berkedudukan di Kecamatan,
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri yang
memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran Pencatatan Sipil
di Kecamatan atas usul Camat;
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(4) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi
data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta
membuat catatan pinggir pada akta-akta Capil dan melaporkan
kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

Pasal 4

(1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

(2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 5

(1) Pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi data
mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta
catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil;

(2) Dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud ayat (1)
berhalangan tetap Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain yang
memenuhi persyaratan.

Pasal 6

(1) Kepala Daerah dapat mengangkat Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk
membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil ci Kecamatan;

(2) Pejabat pencatat Sipil Luar Biasa mempunyai kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 aya: (1) Peraturan Daerah ini;

(3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini melaporkan hasil pencatatan
sipil kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil melakukan :
a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa
kependudtikan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.

Fvint @ Dag. Hukhun @uthon ‘rfe”



»

(2) Pencatatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang
dimiliki penduduk.

(3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1)
menggunakan formulir :

a. Biodata penduduk untuk WNI (per-keluarga), dengan kode F-1. 01

b. éiodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1. 02 ; dan
Biodata penduduk untuk perubahan data/ftambahan anggota
Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.03.

O

- Pasal 9

(1) Penyampaian infomasi untuk pencataan biodata bagi bayi atau anak
diwakili orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan.

(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental
dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang iain dengan membuat
surat kuasa.

(3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
formulir dengan kode F-1.04.

Pasal 10

(1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja vang rrengelnla
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan
penduduk yang dituangkan dalam surat Pemyataan Perutzhan Cata

Kependudukan ;

(2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan kode
F-1.05.

Pasal 11

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal
Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang teradi diiusr negeri
Karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indoriesia dicatat
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oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan
penduduk pallng fama 30 (tiga puluh) han ker]a sejak kedatangan.

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 12

(1) NIK diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah biodata penduduk
direkam dalam bank data kependudukan Nasional menggunakan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup,
terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayan, tanggal iahir
dan nomor seri penduduk. '

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam
dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal
dalam pelayanan publik.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 13

(1) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,
ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(2) Pengesahan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan permohnnan nenduduk WN! atau penduduk Orang
Asing Tinggal Tetap ;

(4) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam satu KK ;

(6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri
dari 16 digit didasarkan pada kombinasi vanabel kode wilayah,
tanggal pencatatan dan nomor seri KK;

(6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan
Pemerintah Daerai setelah biodata kepala keluarga direkam di bank
data kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan ;

(7) Penerbitan KK sebagimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :
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a. Formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK
untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di
daerah tujuan atau penduduk yang tinggal plndah oleh kepala
keluarga.

b. Blanko KK dengan kode B -1.01.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

(1) KTP diterbitkan oleh Pemenntah Daerah yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah;

(2) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda pengenal
dalam pelayanan publik ;

(3) Kepada penduduk WNI dan orang Asing yang Tinggal Tetap dalam
Daerah dan telah berusia 17 tahun atau sudah kawin dan atau
pernah kawin wajio memiliki KTP pada tempat yang bersangkutan
berdomisili tetap ;

(4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki
febih dari 1 (satu) KTP

(5) Bagi penduduk korban bencana alam diberikan KTP oleh Pemerintah
Daerah tanpa dipungui biaya;

Fasal 15

(1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima)
tahun, kecuali hila teriadi perubahan data.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan
perubahan KTP.

(3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(4) Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan
masa berlakunya izin tinggal tetap;

(5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas beriaku

seumur hidup.

Puiat (@ Bag. Hukum @uthor me”



Pasal 16

(1) Dalam KTP dimuat Pas Photo berwarna penduduk yang
& bersangkutan, dengan ketentuan :
a. Penduduk yang lahir pada ganjil, latar belakang photo berwama
merah atau
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo
berwama biru
(2\ Penerbltan KTP sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) menggunakan

a. Formulir permohonan KTP dengan kode-1.07 ; dan
b. Blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap
dengan dasar kertas sekuriti dengan kode B-1.02

Bagian kedua
Pendeaftaran Perubahan Alamat

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau perubahan nama yang
menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintain Daerah
melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan

- membern kemudahan kepada penduduk;

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pendudux yang diakibatkan oleh
penduduk itu sendin segala konsekwensi dibebankan oleh penduduk
itu sendiri.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah meiakukan pendaftaran pindah datang penduduk
WNII dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Klasifikasi 1 : antar desa satu dalam desa / kelurahan
b. Klasifikasi2 : antar desal/kelurahan dan kelurahan dalam satu
kecamatan
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c. Kiasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten
d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten dengan satu provinsi
e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia

~ (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud padé

ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan pindah
dating;

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat
Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal
18 di Daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat
Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 20

(1) Penerbitan Surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 1,
dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat untuk selamutnya
diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa ketempat perekaman data
kependudukan;

(2) Surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 2 ditandatangani
oleh kepala Desa/Lurah di Daerah asal dan Daerah tujuan;

(3) Surat keterangan pindah datang untuk klasifikasi 3 sampai dengan
klasifikasi 5 dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuar kepada
Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana cdimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
a. Penerbitan KK di Daerah asal atau KTP di daerah tujuan ; dan
b. Penerbitan perubahan alainat dalam KTP di daerah tujuan

(5) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menggunakan formulir Surat
Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.

(6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
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hanya kepala keluarga

Kepala dan seluruh anggota keluarga
Kepala dan sebagian anggota keluarga
hanya anggota keluarga

oooo

Paragraf 2 g
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah meiakukan pendsftaran pindah datang penduduk
orang asing dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (1);

(2) Pendaftaran pindah datang penducduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah
datang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat
Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 22

(1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di Pemerintah Daerah asal,

(2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan
penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari keria terhitung sejak
diterbitkannya Surat Keterangan Pincah Datang di Daerah asal.

Pasal 23

k (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk sebagaimana

dimaksud dalam Pasa! 22 dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelcia
pendaftaran dan pencatatan sipil sesuai dengan klasifikasi;

(2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan
laporan penduduk paling ‘ama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak diterhitkannya Surat keterangan Pindah Datang Daerah asal.
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Pasal 24

{1) Penerbitan Surat keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 (satu)
sampai dengan klasifikasi 3 (tiga), dilakukan oleh Unit Kerja yang
mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten
Daerah asal ;

(2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk kiasifikasi 3 (tiga)
dan klasifikasi 4 (empat) dilakukan di daerah tujuan guna
mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :

a. Penerbitan KK bagi orang asing tinggai tetap di daerah asai atau
didaerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi orang
asing tinggal tetap daerch tujuan. )

b. Perubahan alamat surat keterangan tempat tinggal bagi orang
asing tinggal terbatas di daerah tujuan.

(4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan;

(6) Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing menggunakan :

a. Formulir surat keterangan pindah datang orang asing tetap,
dengan kode F-1.09

b. Formulir keterangan pindan datang orang asing tinggal terbatas
dengan kode F-1.10

Paragraf 3
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 25

(1) Pemerintahi Daerah melakukan pendaftaran warga Negara Indonesia
yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal
tetap; .

(2) Tinggal sementara sebagaimana dimakst.'2d paca ayat (1) dilakukan
selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1
(satu) tahun ;

(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau
sekolah kedinasan.
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Pasal 26

Kepala Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal sementara
di daerah asal dan menertibkan surat keterangan pindah sementara

disahkan oleh Camat.
Pasal 27

(1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh
Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditertibkannya surat keterangan pindah
sementara dari daerah asal.

(2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara
berdasarkan permohonan tinggal sementara ;

(3) Surat keterangan tinggal semetara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

(4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan :

a. Forraulir surat keterangan pindah sementara dengan kode r-1.11
yang diproses di daerah asal

b. Formulir permohonen tinggal sementara dengan kode F-1.12
vang diproses di daerah tujuan.

c. Blanko surat keterangan tinggal sementara der,gan kode B-1.03

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindanan Fenduduk WN! di Luar Negeri

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk
Warga Negara Indorasia ke Luar Negeri kecuali bagi mereka vang
mempunyai kontrak kerja dan tugas belajar,

(2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut
atau lebih dari 1 (satu) tahun;
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(3) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam
pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan
menerbitkan Surat Pengantar ke Luar Negeri dan disahkan oleh
Camat. _ '

Pasal 29

(1) Surat pengantar pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada
penducuk untuk diteruskan kepada DKCP sebagai dasar penerbitan

. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

(2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam
pengurusan paspor,

(38) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia ke
Luar Negeri menggunakan formulir : )

a. Surat pengantar pindah ke Luar Negeri untuk Negara Indonesia,
dengan kode F-1.13

b. Surat keterangan pindah ke Luar Negei untuk Warga Negara
Indonesia, dengan kode F-1.14.

Paragraf 2
Pendaitaran Kedatangan dari Luar Negeri

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga
Negara Indonesia dari Luar Negeri;

(2) Pendaftaran kedatangan warga Negara Indonesia sebagaimana pada
ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Cetatan Sipil
dengan menerbitkan Surat keterangan datang dari Luar Negeri;

(3) Surat keterangan datang dari Luar Negeri sebagaimanz dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai dasar ;

1. Penerbitan KK ;
2. Penerbitan KTP.
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Pasal 31

(1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 dilakukan berdarkan laporan penduduk
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di
daerah tujuan. ,

(2) Pendafataran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir surat
keterangan datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing :
1. Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat
izn tinggal terbatas ;
2. Crang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah
status menjadi tinggal terbatas.
Pasal 33

(1) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dilakukan berdasarkan laporan
penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan
Surat |zin tinggal terbatas.

(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaxksud pada
ayat (1) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbaias, berlaku
sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.

(3) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

a. Formulir pendaftaran penduduk Orang Asing tinggal terbatas
dengan kode F-16.16
b. Blanko surat keterangan tempat tinggal dengan kode B-1.04
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Paragraf4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 34

Pemerintah Daerah meiakukan pendaftaran penduduk orang asing
tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing

tinggal tetap.
Pasal 35

(1) Pendaftaran penduduk orang‘ asing tinggal terbatas mengubah status
menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (DKCS) yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil di Kabupaten Konawe paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterbitkan izin tinggal tetap;

(2) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah
status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana
dimaksud ayat (1) digunakan sebagai unsur dasar penertiban KK dan
KT,

(3) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengutah
siatus menjadi penduduk Orang Asing tinggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendaftaran penduduk
orang asing tetap, dengan kode F-1.17.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk orang asing
tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang akan pindah Keluar
Negeri.

Pasal 37

(1) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke Luar Negen
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan oleh unit Diras
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Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pengisian formuhr
keterangan pindah ke Luar Negeri

(2) Pengisian formulir keterangan pindah ke Luar Negeri sebagaimana

i‘ dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk orang asing di.unit
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) yang mengelola
pendafaran penduduk dan pencatatan sipil.

? (3) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke Luar Negen untuk
orang asing dengan kode F-1.18.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 38
(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk Rentan
Adminduk
(2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :
a. Pengungsi
b. Penduduk korban bencana alam
c. Komuni as adat terpencil
q:, Pasal 39

(1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana
dimaksud pasal 38 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat
terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhai sosial;

(2) Pendataan komuiitas adat terpencil dilakukan secara priodik dengan
membentuk tim pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
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BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran
berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;,

(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :

a. Mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara
Indonesia .
b. Mendapat penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing.

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register Akta kelahiran
dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran;

(4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk
tanpa dipungut biaya.

Pasal 41

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal
atau domisili pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan
kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat
(3) pejabat tersebut bertanggungjawab memberitahukan hal
cgimaksud kepada unit Dinas Kependudukan adan Cziatan Sipil
(DKCS) yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
diwilayah domisili.

(2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak
diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat pencatat sipil di tempat
ditemukannya anak, berdasarkan laporan yang menentukan dan
bukti-bukti lain yang menguatkan.

(3) Pencatatan perisriwa kelahiran menggunakan :

a. Formulir pelaporan kelahiran dengan kode F-2.01
b. Formulir surat keterangan kelahiran dengan kode F-2.02
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c. Formulir kelahiran orang asing luar domisili orang tua, dengan
kode F-2.03

Formulir kelahiran orang asing dengan kode F-2.04

e. Register akta kelahiran

Kutipan akta kelahiran

o

b

Pasal 42

(1) Anak dari Warga Negara Indonesia aiau orang asing tinggal terbatas
dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke
Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
berdasarkan lapoian penduduk paling lama 30 (tiga puluh) han kerja
sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata;

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran diluar negeri menggunakan formulir
pelaporan kelahiran WNI di luar negeri dengan kode F-2.05.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 43

(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan .aporan penduduk
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direkam daiam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti
pelaporan surat keterangan lahir mati.

(3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :

a. Formulir pelaporan lahir mati dengan kode ~-2.06
b. Surat kelerangan lanir mati dengan kocde F-2.07
c. Formulir pelaporan lahir mati orang asing dengan kode F-2.08

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 44
(1) Perkawinan bagi bukan beragama Islam yang telah dilakukan

menurut hukum agama dan kepercayaanriya dicatat oleh Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari
kerja sejak peristiwa perkawinan,

(2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai pedoman yang beriaku;

(3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh
Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan
kutipan Akta Perkawinan;

(4) Perkawinan bagi yang berbeda agama tidak dapat dikeluarkan akte
perkawinan kecuali mendapat persetujuan orang tua kedua belah
pihak.

Pasal 45

(1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat
berdasarkan tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu)
tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} direkam
dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti
pelaporan perkawinan luar negeri

(3) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada =zyat (2)
menggunakan :

a. Formulir pelaporan perkawinan dengan kode F-2.09
b. Register Akta Perkawinan
c. Kutipan Akta Perkawinan

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Fasal 46

(1) Pembatalan perkawinan yang teiah mendapatkan putusan
pangadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat dalam register akta perkawinan;

(3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan : [omwuar pencatatan pelaporai pembatalan
perkawinan dengan kode F-2.10.
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Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 47

@ Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari

kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau
kuasanya. :

Pasal 48

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 47
pejabat pencatat sipil mencatat pada register Akta Perceraian,
memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkwinan, mencabut
kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.

(2) Daiam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat
pencatatan peristiwa perkawiian dan diterbitkan kutipan Akta
Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian terhadap
pihak yang mencatat peristiwa perkawinan.

B (3) Pencatat peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan :
a. Formulir pelaporan peceraian dengan kode F-2.11
o b. Register Akta Perceraian ; dan
c. Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatat Pengangkatan Anak

Pasal 49

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan
dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan
laporan penduduk paling ilama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
aiterimanya salinan penetapan peradilan;

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat
oleh pejabat pencatat sipil pada register Akta Kelahiran dan kutipan
Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir;
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(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak
dengan kode F-2.12.

s ' Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 50

(1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada
register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Pengakuan
Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat
pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang
bersangkutan.

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan :

a. Formulir pelaporan pengakuan anak dengan kode F-2.13
b. Register Akta Pengakuan Anak
c. Kutipan Akta Pengakuan Anak.

. Bagian Kedelapan
) Pencatatan Pengesahan Anak

* Pasal 51

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1)
dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya

(2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh
pejabat pencatat sipii daiam reygisier akla perkawinan orang tuaiya
dan pada register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan ninggir naling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dar ibu dari anak yang
bersangkutan melakukan perkawi:nan

(3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat pula
dilakukan tanpa melalui pengakuan anak

(4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

[
N
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(5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak
dengan kode F-2.14

 Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 52 .

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal
kematian.

(2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari
pejabat pencatat sipil.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan :

a. Formulir pelaporan kematian dengan kode F-2.15
b. Surat keterangan kematian dengan kode F-2.16
c. Kutipan Akta Kematian.

Pasal 63

(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2)
dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register Akta Kematian
dan sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran yang
bersangkutan serta menerbitkan kutipan Akta Kematian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit
kerja yang menerbitkan register dan kutipan Akta Kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit
kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatat sipil di

‘ wilayah tempat domisili.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan

fomulir pelaporan kematian di luar domisili dengan kode F-2.17
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Pasal 54

(1) Kematian warga di luar negeri dicatat oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam
puluh) hari kerja

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negen
dengan kode F-2.18

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam
dalam bank data kenendudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan
kematian luar negeri dengan kode F-2.19.

F;asal 55

(1) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas dicztat oleh
tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rekam
dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanca bukti
peiaporan kematian luar neger.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada seyat (2)
menggunakan formulir pelapor kematian oraing asing dengan kode F-
2.20

Pagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 56

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan narnz
kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling {ama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapar
pengadilan;

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan name
keluarga yang telah mendapatkan keputusan Menteri Huikum dan
Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicztat oleh
pejabat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan

pinggir;
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(4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil / nama
keluarga dengan kode F-2.21.

Bagian Kesebelas —'
Pencatat Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 57
Peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 58

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting
lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan
pengadilan :

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat oleh pejabat sipil pada register dan kutipan akta-akta catatan
sipil dalam bentuk catatan pingagir.

(3) Pencatatan peristiwa peniing lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya
dengan kode F-2.22

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 59

(1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib mencatat pembatalan
akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.

(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam
register akfa.

(4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam
dalam bank data kependudukan
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(5) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta dengan kode F-
223

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 60

(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan
kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan
penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari keria sejak
penetapan/pengesahan.

(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam
bentuk catatan pinggir

(3) Perubahan kewarganzgaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI
menjadi WNA di Indonesia dengan kode F-2.24 dan formulir
pelaporan perubahan kewarganegaraan WNA menjadi WNI dengan
kode F-2.25.

Pasal 61
Pemeriniah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang
merubah status kewarganegaraan Indonesia menjaci Warga Negara
Asing.

BAB V
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 62

(1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kué&lisifikasi
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izin  pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pemerintan Daerah melakukan pengadaan blanko dokumen
. penduduk sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 63

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal
Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta
serta kutipan akta catatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau
menggunakan perangkat Ilunak Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan, pericetakan
K serta penggunaan blanko setiap bulan.
" (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
xepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubermnur Sulawesi Tenggara.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan
percetakan blanko
b. Jumiah blanko yang dicetak
c. Jumlah dokumen yang diterbitkan

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 65
“+ (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;
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(2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang
mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Keluranan.

Pasal 66

(1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
menggunakan tiga jenis buku sebgai berikut :
a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terdiri
atas:

1.

2.

3.

Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
untuk tingkat Desa/Kelurahan dengan kode BK-1.01

Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
untuk tingkat Kecamatan dengan kode BK-1.02 dan

Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
untuk tingkat Kabupaten dengan kode BK-1.03

b. Buku Mutasi penduduk terdiri atas :

1.
2.

3.

4.

5.

Buku Mutasi bagi WNI dengan kode BK-1.04

Buku Mutasi bagi Orang Asing Tinggal Tetap dengan kode
gtlfl;l‘()ljutasi bagi WNi Pindah Sementara dengan kode BK-
él?fu Mutasi bagi WNI Tinggal Sementara dengan kode BK-
étzl%: (l;/éutasi bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode

¢. Buku Induk Penduduk terdiri atas :

1.

~

Z.

3.

4.

Buku induk Penduduk Bagi WNI dangan kode BK-1.09

Buku Induk Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dengan
kode BK-1.10

Buku Induk Penduduk bagi WNI Tinggal Sementara dengan
koce BK-1.11

Buku Induk bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode
BK-1.12
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Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi Register

Akta Catatan Sipil di daerah dan berkas-berkas pelaporan untuk
- memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah ;

(2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi
perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfataan Register
Akta Catatan Sipil; ,

(3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan
tidak boleh dimusnahkan. '

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 68

Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil serta menyampaikan hasiinya kepada Camat secara
reguler.

Pasal 69

Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
yang dicampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat
rekapituiasi laporan yang celanjutnya disampaikan kepada Kepala
Daerah secara reguler.

BAS Vill
KETENTUAN BIAYA

Pasal 70

Biaya pengurusan KK dan KTP serta Akta-akta Catatan Sipil dilakukan

oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 71
(1) Besamnya biaya pengurusan KK :
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a. WNI: Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
b. WNA: Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

(2) Besarnya biaya pengurusan KTP :

a. WNI: Rp. 20.000 (dua ribu rupiah);
b. WNA: Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Pasal 72

(1) Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Kelahiran

a. WNI
1. Anak pertama dan kedua
2. Anak ketiga dst

b. WNA
1. Anak pertama dan kedua
2. Anak ketiga dst

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

20.0C9,-
25.000,-

100.000,-
150.000,-

(2) Pencatatan dan Penebitan kutipan Akta Kelahiran yang terlambai

(istimewa).
a. WNI
1. Anak pertama dan kedua
2. Anak ketiga dst
b. WNA
1. Anak pertama dan kedua
2. Anak ketiga dst

(3) Kutipan Akia Keiahiran Kedua :
1. WNI
2. WNA

(4) Biaya Pencatatan Perubahan Nama
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Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

25.000,-
30.000,-

150.000.-
200.000,-
25.000,-
50.000,-

50.000,-



Pasal 73

#2¥encatatan dan biaya kutipan Akta Perkawinan :
a WNI
& WNA

Rp.  50.000,-
Rp. 100.000,-

iFencatatan perkawinan dan biaya kutipan Akta yang melebihi jangka
ssktu satu bulan sejak tanggal pengukuhan/peneguhan perkawinan
@enurut agama :

& WNI : = Rp. 100.000,-
k WNA: = Rp. -200.000,-
#%dfipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya
z WNI = Rp. 100.000,-
A WNA = Rp. 200.000,-
Pasal 74
! "encatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian :
= WNI = Rp. 209.000,-
w WNA = Rp. 300.000,-

f=igdatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
4mggal keputusan pengadilan Negeri.

= WNI = Rp. 250.000,-
& WNA = Rp. 350.000,-
sHulipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya
2 wNI = Rp. 300.000,-
= WNA = Rp. 400.000,-
Pasal 75
w%%atatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematlan
2 YWNI = Rn. 10.000,-
£ WNA = Rp. 20.000,-
= Rp. 10.000,-
= Rp. 15.000,-
35

RGPy, Fockiuen @uethon il



9

Pasal 76

(1) Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Pengakuan Anak

a. WNI = Rp

b, WNA = Rp
(2) Pencatatan Pengesahan Anak

a. WNI = Rp.

b. VWNA = Rp.
(3) Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya

a. WNI = Rp.

b. WNA = Rp.
(4) Pencatatan Pengakuan Anak

a. WNI = Rp.

b. WNA = Rp.

(5) Pencatatan Pengaxkuan Anak yang melebihi wakiu 1
setelah keputusan pengadilan

a. WNI = Rp.
b. WNA = Rp.
Pasal 77
(1) Pencatatan perubahzn nama = Rp
(2) Salinan Akta Kelahiran
a. WNI = Rp.
b. WNA = Rp
{3) Salinan Akta Perkawinan
a. WHI = Rp.
b. WNA = Rp
(4) Salinan Akta Perceraian
a. WNI = Rp
b. WNA = Rp
(5) Salinan Akta Peigangkatan dan Pengesahan Anak
a. WNI = Rp.
b. WNA = Rp
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. 100.000,-
. 200.000,-

50.000,-
100.002, -

100.€00.-
200.000,-

50.000,-
100.C00, -

(saw) bulan

105.000,-
200.000,-

. 103.000,-

£G.000,-
. 100 G00.-

5¢ 000, -

. 10C.000,-

. 30.000,-
. 16G.000,-

£6.000,-
. 10C.200,-



(6) Penerbitan surat keterangan biasa catatan sipil
a. WNi
b. WNA

Rp. 10.000.-
Rp. 20.000,-

BAB IX
N TATA CARA PENYETORAN BIAYA

Pasal 78

(1) Pemungutan. biaya pengurusan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil disetorkan oleh petugas pemungut ke Kas Daerah
atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan slip
setorannya disampaikan kepada Dinas Pendapatan :

(2) Unit pengelola pungutan biaya pengawasan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan secara bruto ditempat yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan daerah sudah harus disetor ke Kas Daerah
atau Bank Persepsi yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 x 24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

. BAB X
KETENTUAN PIDANA DAN PENYiIDIKAN
Pasal 79

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal 14 ayat (3), ayat (4) diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

(2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan penyimpangan
spesifikasi dalam pengadaan, penyaluran dan penggunaan blanko
kependudukan dan pencatatan sipil.
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Pasal 80

(1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya

o dilakukan sasuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini dalam melakukan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan vang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 81
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabugpaten Konawe Nomor 17 Tahun 200€ Tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

Pasal 82

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
meangenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebin lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Print @ Beag. Hlicem @ectlion ‘wbe”



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
~Pada tanggal 16 Juli 2008
BUPAT! KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS.
Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 22 September 2008
SEKRETARIS DAERAH
T.T.D
MUSTARIL. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR:
61

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM JETDA KAB. KONAWE,

-

H. ARIF BADY, SH
NIP. 700 005 950




